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ABSTRAK

Pelaksanaan pelayanan hak tanggungan sécara elektronik yang diberlakukan oleh
Badan Pertanahan Nasional bertujuan untili memenuhi asas keterbukaan, ketetapan
waktu dan biaya, kecepatan pelayanan, Mitudahan pelayanan dan keterjangkauan
dalam rangka efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Namun terdapat beberapa
kendala yang menyebabkan pelayanan hak tanggungan secara elektronik terhambat.
Maka dari itu penelitian ini muncul permasalahan mengenai apakah hak tanggungan
yang dilakukan secara elektronik lebih efektif dibanding dengan cara konvensional
serta kendala yang menjadi penghambat dalam berjalannya hak tanggungan secara
elektronik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hak
tanggungan secara elektronik lebih efektif dibanding konvensional serta untuk
mengetahui kendala apa saja dalam proses pendaftaran hak tanggungan secara
elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Hasil penelitian menjelaskan
Pendaftaran hak tanggungan konvensional memerlukan waktu hingga berbulan-bulan
untuk selesai, sedangkan pelaksanaan aturan secara elektronik memberikan
kepastian bahwa sertipikat hak tanggungan elektronik keluar dalam waktu 7 hari
sejak pembayaran Surat Perintah Setor diterima. Kendala yang ditemui dalam proses
pendaftaran hak tanggungan secara elektronik adalah masih kurang siapnya sumber
daya manusia dengan teknologi yang ada serta dari server BPN sendiri masih suka
mengalami gangguan, Dengan demikian berlakunya sistem pendaftaran hak
tanggungan yang diselenggarakan secara elektronik sangat efektif dibanding dengan
cara konvensional walapun terdapat kendala yang dihadapi, tidak serta-merta
membuat sistem pendaftaran hak tanggungan yang diselenggarakan secara
elektronik lebih tidak efektif dibanding cara konvensional. Karena dengan terbitnya
peraturan baru, maka perlu adaptasi serta penyesuaian lebih lanjut agar peraturan
tersobut dapat berjalan dengan semestinya.

Eata Xuncl : Pejabat Pembuat Akta Tanah; Hak Tanggungan Elektronik;

Menyetujui,
Pemb ing1, Pembimbing IT,

ey T

Dz, K. XN Sofvan Hasan, §.H.. M.H H. Herman Adriansyah, $.H., Sp.N, M.H
NIP. 195801151983031006

Mengetahui:
Ketua Program Studi lyIagister Kenotariatan

. Hj. aY.,S.H.., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

ABSTRACT

The implementation of electronic mortgage services imposed by the National Land
Agency aims to fulfill the principles of openness, time and cost determination, speed
of service, ease of service and affordability in the context of effectiveness and quality
of public services. However, there are several obstacles that cause the electronic
mortgage service to be hampered. Therefore, this research raises the issue of
whether mortgages that are carried out electronically are more effective than
conventional methods and the obstacles that become obstacles in the passage of
mortgages electronically. The purpose of this study is to find out whether electronic
mortgage is more effective than conventional and to find out what obstacles are in the
process of electronic mortgage registration. This research is a normative research.
The results of the study explain that conventional mortgage registrations can take up
to months to complete, while the implementation of the rules electronically provides
certainty that the electronic mortgage certificate will be issued within 7 days of
receipt of payment of the Deposit Order. The obstacle encountered in the electronic
mortgage registration process is that human resources are still unprepared with
existing technology and the BPN server itself is still experiencing disturbances. Thus,
the enactment of a mortgage registration system that is held electronically is very
effective compared to the conventional method, although there are obstacles to be
encountered, it does not necessarily make the mortgage registration system that is
held electronically more ineffective than the conventional method. Because with the

issuance of new regulations, further adaptation and adjustments are needed so that
these reguilations can run properly.

Keywords: Land Deed Maker; Electzonic Mortgage;
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak tanggungan pada hakikatnya merupakan hak jaminan
atas tanah. Hak ini akan dibebankan pada hak atas tanah
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960. Apabila ditinjau dari pernyataan Pasal 4 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka yang bisa menjadi
objek hak tanggungan hanyalah Hak Milik (Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960), Hak Guna Usaha (Pasal 33 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960), Hak Guna Bangunan (Pasal 39
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Kemudian jika ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
(selanjutnya disebut sebagai ‘UUHT’). Pasal 4 Ayat (2), dapat
ditambahkan satu lagi macam hak tanggungan ialah Hak Pakai atas
tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar
dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan.

Hak Tanggungan memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan
dengan berbagai hak lainnya ialah membuat kedudukan seorang
kreditor menjadi diutamakan dibandingkan kreditornya (droit de
preference), mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun

objek itu berada (droit de suite), dapat mengikat pihak ketiga dan



memberikan  kepastian hukum pada pihak-pihak yang
berkepentingan ketika memenuhi asas spesialitas, asas publisitas,
serta menyederhanakan pelaksanaannya eksekusi.
Tanah sebagai objek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hal itu
dimungkinkan karena sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan
dengan tanahnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada,
yang berupa bangunan permanen, tanaman keras dan hasil karya,
dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut milik pemegang
hak maupun milik pihak lain (jika benda-benda itu milik pihak lain,
yang bersangkutan/pemilik harus ikut menandatangani Akta
Pemberian Hak Tanggungan / APHT).
Kewajiban pendaftaran Hak Tanggungan dapat ditemukan
rumusannya dalam Pasal 13 UUHT yang menyatakan sebagai
berikut:
1. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor
Pertanahan

2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam
Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian
Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkat lain yang

diperlukan kepada Kantor Pertanahan.



3. Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan
membuatkan buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya
dalam buku tanah atas tanah yang menjadi objek Hak
Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat
hak atas tanah yang bersangkutan.

4. Tenggat buku tanah Hak Tanggungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah hari ketujuh setelah
penerimaan secara lengkap surat-surat yang diperlukan
bagi pendaftarannya dan jika hari ketujuh itu jatuh pada
hari libur, buku tanah yang bersangkutan diberi bertanggal
hari kerja berikutnya dimaksudkan agar pembuatan buku
tanah Hak Tanggungan tidak berlarut-larut sehingga dapat
merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta
mengurangi jaminan kepastian hukum.

5. Hak tanggungan lahir pada hari tanggal buku tanah Hak
Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Berdasarkan rumusan Pasal 13 UUHT tersebut dapat
diketahui bahwa Hak Tanggungan lahir pada saat pendaftaran Hak
Tanggungan pada buku Tanah, hak atas tanah yang dibebankan
dengan hak tanah. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan oleh

Kantor Pertanahan atas dasar data di dalam APHT serta berkas



pendaftaran yang diterimanya dari PPAT, dengan dibuatkan buku
tanah Hak Tanggungan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 UUHT, Hak Tanggungan adalah hak
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Berikut atau tidak berikut
dengan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur-kreditur lain. Menurut Pasal 20 UUHT, Apabila debitur
cedera janji atau wanprestasi maka kreditur dapat menjual objek
jaminan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang
ditentutakn dalam perundang-undangan untuk pelunasan piutang
pemegang hak tanggungan. Upaya untuk menjamin pelunasan
kepada kreditur maka debitur memberikan Agunan kepada pihak
kreditur, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan
Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas
kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.!

Bentuk agunan yang dapat dijaminkan oleh debitur ialah :
1. Jaminan Penanggungan (Borgtocht)
Jaminan Penanggungan/Borgtocht adalah adanya orang

pihak ketiga (badan hukum) yang menjamin memenuhi

1 Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1



perutangan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan

yang bersifat perorangan demikian, pemenuhan prestasi

hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang

tertentu, vyaitu si debitur atau penanggungnya. 2
Berdasarkan penjelasan tersebut Jaminan Penaggungan
dapat dibedakan menjadi Jaminan Perorangan (Personal
Guarantee) dan Jaminan yang diberikan oleh badan
hukum (Corporate Guarantee).

2. Jaminan Kebendaan
Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa
baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang
khusus diperuntukan untuk menjamin utang debitur
kepada kreditur apabila dikemudian hari debitur tidak
dapat membayar utangnya kepada kreditur. 3
Sebagaimana disebutkan di atas, benda debitur yang
dijaminkan bisa berupa benda bergerak maupun tidak
bergerak. Benda bergerak dapat dijaminkan dengan
gadai dan fidusia, sedangkan untuk benda tidak
bergerak khususnya tanah beserta benda-benda yang
berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak

tanggungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor

2 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok
Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Departemen Kehakiman. Hal.81

3 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang , Jakarta : Kencana. hal. 59.



4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta
Benda, benda yang Berkaitan Dengan Tanah) dan
untuk benda tidak bergerak bukan tanah seperti kapal
laut dengan bobot 20 m3 atau lebih dan pesawat terbang

serta helikopter dibebankan dengan hak hipotik.*

Kemudian untuk tata cara pendaftaran, peralihan, dan hapusnya

hak tanggungan telah diatur didalam Pasal 10 UUHT, yaitu :

1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji
untukmemberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan
pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjianutang-
piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang
menimbulkan utangtersebut.

2. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan
Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan
peraturan perundang-undanganyang berlaku.

3. Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang
berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat
untuk didaftarkanakan tetapi pendaftarannya belum

dilakukan, pemberian Hak Tanggungan dilakukanbersamaan

4 Frieda Husni Hasbullah, 2002, Hukum Kebendaan Perdata ‘Hak-hak yang Memberi
Jaminan, Jakarta : Ind.Hill Co. hal. 16-17



dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang

bersangkutan.

Seiring dengan perkembang teknologi, maka hukum juga
ikut berkembang. Sehingga sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9
Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara
Elektronik Jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan
Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik maka serangkaian
proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data
pendaftaran tanah diselenggarakan melalui sistem elektronik yang

terintegrasi.

Pada prinsipnya pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan
Terintegrasi secara Elektronik yang diberlakukan secara Nasional
Oleh Badan Pertanahan Nasional Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran
Tanah, Subseksi Peralihan, Pembebanan Hak, PPAT bertujuan untuk
memenuhi asas keterbukaan, ketetapan waktu dan biaya, kecepatan
pelayanan, kemudahan pelayanan dan keterjangkauan dalam rangka
efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Pelayanan Hak
Tanggungan Terintegrasi secara Elektronik merupakan suatu

layanan terobosan berbasis digital dibidang pertanahan sekaligus



menyesuaikan perkembangan hukum dan teknologi informasi
sehingga  prosedur ©pelayanan Hak Tanggungan vyang
diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Seksi Hak Tanah

dan Pendaftaran Tanah lebih efisien dan efektif.

Widhi Handoko mengatakan, kekurangan dari sistem Hak
Tanggungan Elektronik adalah rawannya kesalahan dalam
penginputan data, dan kesalahan dalam masuk sistem yang dituju,
semua tergantung kesiapan Sumber Daya Manusia. Kelemahan
utama sebenarnya justru di server pusat data, jangan sampai hanya
proyek yang mengejar pencitraan dan menggunakan server asal-
asalan. Kelemahan terhadap society atas kehadiran teknologi
mutakhir yaitu tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang masih

gagap teknologi, bahkan pelaksana teknologi (rule sanctioning).’

Karena peraturan yang masih tergolong baru, serta
peraturan penggunaan pemasangan hak tanggungan secara
elektronik tersebut membutuhkan kecapkan teknologi maka
penerapan aturan tersebut dilakukan secara bertahap, sehingga
beberapa daerah yang belum siap masih diperbolehkan melakukan
pemasangan secara konvensional namun seiring berjalannya waktu
pemasangan secara konvensional perlahan dihilangkan dan

digantikan dengan pemasangan hak tanggungan secara elektronik.

5 Widhi Handoko, Hak Tanggungan Elektronik di Indonesia, https://kabarnotariat.id,
diakses pada tanggal 21 Februari 2022 pukul 19.00 WIB



Kendala banyaknya sumber daya manusia yang diwajibkan
untuk ikut serta dalam proses pemasangan hak tanggungan secara
elektronik yang dimana mewajibkan pihak kreditur turut serta dalam
melakukan penginputan memerlukan sosialisasi lebih lanjut agar
tidak terjadi kesalahan human error. Ditambah lagi dengan sistem
yang terkadang mengalami gangguan menjadi kendala dalam

melakukan pemasangan Hak Tanggungan secara elektronik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka
sangat menarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam
melakukan penelitian tesis dengan judul : “Efektivitas Pemberlakuan
Sistem Pemasangan Hak Tanggungan Secara Elektronik/Online oleh

Badan Pertanahan Nasional”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi
permasalahan dalam Thesis adalah :

1. Apakah Pelaksanaan Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Hak
Tanggungan yang diselenggarakan melalui sistem elektronik
yang terintegrasi oleh Badan Pertanahan Nasional lebih
efektif dibanding dengan cara konvensional?

2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran
hak tanggungan yang diselenggarakan melalui sistem

elektronik oleh Badan Pertanahan Nasional?
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C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar mengenai

sasaran yang hendak dicapai dan memberikan arah dalam

pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai

melalui penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberlakuan Sistem
Pendaftaran Hak Tanggungan yang diselenggarakan melalui
sistem elektronik yang terintegrasi oleh Badan Pertanahan

Nasional lebih efektif dibanding dengan cara konvensional.

. Untuk mengetahui Pengaturan Pendaftaran Hak Tanggungan

yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang

terintegrasi oleh Badan Pertanahan Nasional.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat

tercapai, Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan dalam bidang Hukum Jaminan.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

atau sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan
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ilmu, khususnya ilmu hukum tentang masalah hukum jaminan,
sehingga dapat menambah referensi ilmiah yang berguna
untuk pengembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
Hasil Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi para praktisi di lembaga Bidang Kenotariatan ,
Badan Pertanahan Nasional maupun Kementerian Agraria dan
Tata Ruang, masyarakat umun dan penulis lain. Sekaligus

sebagai informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan ini menggunakan beberapa teori sebagai
landasan berfikir untuk memecahkan permasalahan yang
diteliti, serta mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Teori adalah wuntuk memberikan argumentasi yang
menyakinkan, bahwa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling
tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu
memenuhi standar teoritis.6 Kerangka teori menguraikan jalan
pikiran yang logis untuk memecahkan masalah dalam
penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga dapat
menjelaskan isu hukumnya. Menurut M.Solly Lubis, kerangka
teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori,

mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi

8 H. R. Otje Salman S, 2013, Teori Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2013. hlm.453
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bahan perbandingan dan pegangan teoritis.” Dalam Penulisan

tesis ini menggunakan beberapa teori, yaitu:
1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori
kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian
hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut
harus dijalankan dengan cara yang baik.® Kepastian hukum
menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam
perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang
dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek
yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum
berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati®.

Alasan digunakannya teori kepastian hukum dalam
melakukan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik,
diharapkan dapat memperjelas semua pihak maupun notaris itu
sendiri dan dapat mengetahui apa yang boleh di lakukan dan
tidak boleh dilakukan dalam melakukan pendaftaran hak
tanggungan secara elektronik. Teori ini digunakan untuk
membantu menjelaskan rumusan masalah yang pertama dan

kedua.

” Made Mirantha, Pedoman Penulisan Ususlan Penelitian Tesis, Yogyakarta : Andi. him.6
8 Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty.

hlm. 160.

9 Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press: Jakarta. hal.67
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2. Middle Range Theory

Middle Range Theory dalam penelitian ini menggunakan
teori perlindungan hukum. Menurut Soerjono Soekanto
Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi
dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti
melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan

hukum.!©

Alasan menggunakan Teori Perlindungan Hukum karena
sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan secara elektronik
hanya berupa barcode. Sehingga, penerbitan sertipikat hak
tanggungan secara elektronik dicetak sendiri, bukan dicetak
melalui kantor Badan Pertanahan Nasional artinya
pemberlakukan penerbitan sertipikat hak tanggungan secara
elektronik haruslah meyakinkan masyarakat bahwa hanya
dengan demikian sudah memberikan perlindungan hukum
yang cukup. Maka, kewenangan Notaris/PPAT sebagai pejabat
yang berwenang dalam membuat akta otentik dan
mendaftarkan hak tanggungan haruslah menjelaskan kepada

masyarakat awam terkait perlindungan hukum tersebut. Teori

10 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press. Hal. 133
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ini digunakan untuk membantu menjelaskan rumusan masalah

yang pertama dan kedua.

3. Applied Theory

Dalam Applied Theory menggunakan teori Efektivitas.
Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek
keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban.
Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari
penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait
yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang
dipergunakan.!!

Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa
yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan
maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang
jlka  terjadi  keharusan untuk  melaksanakan  atau
menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda,

hukum akan sanggup menyelsaikan.'2

67

11 Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya , Hlm.

12 5alim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis

dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .303
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Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto
adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan

oleh 5 (lima) faktor, yaitu :!3

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang

membentuk maupun menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung

penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum

tersebut berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta
dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam

pergaulan hidup.

Alasan menggunakan Teori Efektivitas dalam hal
penerapan suatu peraturan baru dalam ruang lingkup hak
tanggungan yang dimana mengikuti perkembangan zaman
sehingga dilakukan secara Elektronik atau Online sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019

18 Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 8
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tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara
Elektronik. Serangkaian prosses pelayanan hak tanggungan
dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah
diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Teori ini digunakan untuk membantu menjelaskan rumusan

masalah pertama dan kedua.

F. Definisi Operasional

Kerangka konseptual dilakukan manakala penelitian tidak
beranjak dari aturan hukum yang ada. !* Kerangka Lkonsep
merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep
hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan
suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu
abstraksi dari gejala tersebut Kerangka konseptual merumuskan
definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang

diangkat, dan dijabarkan sebagai berikut :

1. Notaris

Notaris adalah adalah pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU

30/2004”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2011, hlm. 177
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Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris. Kewenangan
Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 UU 2/2014. Notaris
berwenang membuat Akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang
dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal
pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,
salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang
pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh
undang-undang.
2. PPAT
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
terten tu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan
rumah susun. ! Khusus mengenai PPAT tersebut telah
diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang
ditetapkan tanggal 5 Maret 1998 dan ketentuan
pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006.

15 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, TLN 3746, PS 1 ayat 1.
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Dalam peraturan tersebut lebih dijelaskan dalam Pasal 1
angka 1 vyaitu: “PPAT adalah pejabat umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah”.

Peranan pengecekan sertipikat sebagai langkah awal
dalam persiapan pembuatan akta oleh PPAT sangatlah
penting. Karena proses pengecekan sertipikat merupakan
langkah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis atas
sertipikat. Namun beberapa PPAT lalai atau menghiraukan
proses melakukan pengecekan sertipikat ini di Kantor
Pertanahan setempat yang mengakibatkan sengketa

dikemudian hari.

Peranan pengecekan sertipikat sebagai langkah awal dalam
persiapan pembuatan akta oleh PPAT sangatlah penting.
Proses pengecekan sertipikat selalu dilakukan dengan cara
tertulis, artinya PPAT dalam proses pengecekan selalu
membawa sertipikat asli dan disertai dengan Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah sebagai bukti apakah sertpikat tersebut
sudah sesuai dengan buku tanah dan dokumen lain di Kantor
Pertanahan.

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
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Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Menurut
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 dijelaskan bahwa
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah
Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan
Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional
dan sektoral. Tugas dari Badan Pertanahan Nasional adalah
membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan
Administrasi Pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 maupun peraturan perundang-undangan
lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan
pemilikan tanah, penetapan hak-hak atas tanah, pengukuran dan
pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah
pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Presiden. !¢

4. Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUHT, Hak Tanggungan adalah hak
jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

16 Achmad Ali Chomzah, 2004, Hukum Agraria Pertanahan Indonesia, Jakarta: Prestasi
Pustakaraya. hlm 14.
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Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Berikut atau tidak berikut
dengan benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan
tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap
kreditur kreditur lain. Seiring dengan perkembang teknologi,
maka hukum juga ikut berkembang. Sehingga sejak
dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara
Elektronik. Serangkaian prosses pelayanan hak tanggungan
dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah

diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

5. Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek
keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan
keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan
terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau

dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.!?

Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang
dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka

kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi

67

17 Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya , Him.
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keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam

suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.'®

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis normatif
didukung dengan data empiris. Penelitian dengan normatif
artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.!®

2. Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang dilakukan

antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan  Undang-Undang dilakukan dengan
menelaah serta memperlajari perundang-undangan dan
regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang
diteliti.?’ Dalam Tesis ini Undang-Undang yang digunakan yaitu

UUHT tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 5

18 Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis
dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press, Hlm .303

19 Roni Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri, Jakarta, Cet. IV:
Ghalia Indonesia, hlm. 11.

20 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:
Bayumedia Publishing, hlm. 295.
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Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
b. Pendekatan Konseptual (Concept Approach)

Pendekatan Lkonseptual beranjak dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum.?! Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-
konsep berkaitan dengan konsep kehati-hatian yang harus
dilakukan notaris serta mendapatkan perlindungan hukum dari
Majelis Pengawas .

. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam hal penulisan tesis ini, penelitian dilakukan dengan
cara penelitian kepustakaan (library research). Penelitian
kepustakaan berarti meneliti data sekunder sebagai data
pokok. Dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang terdiri

dari:

. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat normatif
yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum mengenai
Efektivitas Pemberlakuan Sistem Pemasangan Hak Tanggungan
secara Elektronik/Online oleh Badan Pertanahan Nasional,

bahan hukum ini berupa UUHT tentang Hak Tanggungan,

21 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm 113.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara
Elektronik.

. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan tentang kedudukan dari bahan hukum primer yang
meliputi literatur, hasil penelitian karya ilmiah, artikel, serta
hasil seminar dan pertemuan ilmiah lainnya dan ketentuan lain
yang memiliki hubungan langsung sekaligus relevan dengan
objek kajian penelitian.

. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi kamus hukum,
majalah, ensiklopedia, koran yang berhubungan langsung
dengan penelitian ini.

. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penulisan ini dilakukan melalui cara studi pustaka yang
dimana dengan cara membaca dan mencermati buku-buku
yang berkaitan dengan permasalahan dan mempelajari literatur
lainnya yang dimana selanjutnya hasil dari studi pustaka
tersebut diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai

dengan masing-masing pokok dan materi bahasannya.
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5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Pengelolaan data menggunakan metode deskriptif
analisis berarti data yang diperoleh berdasarkan kenyataan
kemudian dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-
undangan yang berlaku kemudian dibahas, dianalisa, lalu
ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab

permasalahan yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan data yang diperoleh dari
penelitian baik primer maupun sekunder dihubungkan secara
sistematis untuk menjawab permasalahan didalam tesis ini.
Sementara, kesimpulan guna menjawab permasalahan yang
diteliti dilakukan metode induktif. Metode induktif digunakan
untuk penarikan kesimpulan dari kasus kasus individual nyata

menjadi kesimpulan umum.
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